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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH AZZA WA JALLA atas Rohmat dan Knrunia-
Nya schingga Perjenjian Kinerja Dinos Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun
2018 dapat terselesaikan. Perjunjian Kinerja Tahun 2018 ini memuat perjanjian program
dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2018 antara
Gubernur Lampung. Eselon 1L Eselon Ul dan Eselon IV serta analisis pencapaian
akuntabilitas kinega terhadap indikator sasaran dan kegiaton vang telah ditetapkan pada
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Periode
20152019

Kami harap Perjanjian Kinerja ini dapat memberi manfaat dan gambaran
perkembangan pembangunan sekior Koperasi dan UKM di Provinsi Lampeng yvamg
diharapkan  bisa dijadikan salah satw pedomuan dalam  pengumbilan  keputusan
pembangunan di tahun-tahun berikutnya, Kami menyadari lsporan ini masih belum
sempurnz, masukan dun koreksi terhadap laporan ini sanpat diharapkan guna perbaikan-
perbaikan diwaktu yang akan datang,

Demikian Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
tahun 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas
perhatiannya diveapkan terimakasih.

Bundar Lampung, Joneari 2018
KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM., SE., M.5i
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007
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BAB.1
PENDAHULUAN

1.1. Keduodukan, Tugas Pokok, dan Fungsi OPD

1.1.1.  Kedudukan

.

Dinas  Koperasi, Ussha Kecil dan  Menengah Provins
merupakan unsor pelaksana oloromi dserah bidang Koperasi
dan Usaha Keeil. Menengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi dipimpin
oleh Kepals Dinas vang berkeduduken  dibawsh  dan
bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretans Daerh.

1.1.2.  Tuogas Pokok dan Fungsi

L

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah Provinsi

mempunyal lugss melaksanakan sebagian wrusan pemerintahan

Provinsi di bidang koperasi, wsaha kecil dan menengah

berdasarkan asas olonomi yang menjadi kewenangan, tugns

dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lin sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkon oleh Gubernur berdasarkan persturan
perundang-undangan yang berlakuo,

Untuk penvelenggarsan tugas sebagnimana dimaksud pada aya

(1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai

fumngsi :

i peromusan kebijukan teknis, pengaturan dan pembinaan
dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

b.  pelaksanann kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendinan
koperasi, perubahan snggaran dasar dan pembubaran
koperasi tingkat provinsi;

¢.  pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi
dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin
pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Svarish (KSPPS),
kantor cabang pembantu dan  kantor kas  wilayah
keanggotasnnya antar Kabupaten/Kota tingkst provinsi;




pemfasilitasisn tugas  pernbantuan  dalam  rangka
pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat
Provinsi:

pengkoordinasian  perumusan  kebijakan  di bidang
perkoperasian dan UKM:

pemberian  bimbingan  dun  teknis  pelaksunaon
pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
pemberion advokasi perlindungan kepada Koperasi dan
UKM di Tingkat Provinsi;

penetapan  permturnn dan kebijakan  dalom  mangka
penumbuhan  kewirausahasn bam, iklim vusaha kondusif
bagi UKM di Tingkat Provinsi;

pemberdayaan UKM yang dilskukan melalul pendataan,
kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan
dan koordinasi dengan pam  pemangku kepentingan
ditingkat provinsi;

pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan
skala usaha menjadi menengah;

pelaksinaan pembinasn dan pengembingan Koperasi dan
UKM di tingkat provinsi;

pemfasilitas] akses pembiavasn bagl Koperasi dan UKM
di Tingkat Provinsi;

pelaksanasn  pengawasan, monitoring  dan  evaluasi
terhadap wpaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan
Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;

pelaksanaan pengawosan dan  pemeriksaan  kepatuhan
kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/ESPPS don
Unit Simpan Pinjam (USP)Y Unit Simpan Pinjam Pola
Syariih (USPPS);

pelaksanasn penanganan kasus koperasi yang wilayah
keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;

pelaksanann pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi
Pembina dan  Gerakan Koperasi, yang wilayah
keanggotannnya antar Kabupaten/Kota dalam Provins;
pemberdayean dan perdindungan Koperasi yang wilayah
keanggotasnnya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
pelaksanann kesekretariatan dinas; dan



s.  pelaksanaan twgas lain yang diberikan oleh Gubemur

sesudi dengan tugas dan fungsinya.

1.2, Susunan Organisasi OPD

121

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdin dar

I

p)

L

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawah:

a2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.  Sub Bagian Kevangan: dan

¢.  Sub Bapian Perencanaan.

Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, membawahi ;

i Seksi Perizinmn;

b.  Seksi Kelembagaan dan;

e Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

Bidang Penpawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

a  Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;

b.  Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan

€. Seksi Penernpan Peraturan dan Sanksi.

Bidang Pemberdayaan Koperasi. membawahi :

a4 Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;

b.  Seksi Peningkatan Kualitus SDM Koperasi: dan

¢.  Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan
Koperasi.

Bidang Pemberdayaan Ussha Kecil dan Menengah,

membawahi:

i Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengoh:

b.  Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha
Kecil dan Menengah: dan

¢.  Seksi Peningkatan Kuoalitas Kewiransahaan.

LUinit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan

Kelompok Jabatan Fungsional, terdin dan sejumlsh jabatan

fungsional yang terbsgi dalam berbagai kelompok dengan

bidang keahlian dan keterampilannya,

Sekretarint sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, dipimpin

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawah
kepada Kepala Dinas.




sdandla

Bidang- bidang sebagaimana dimaksed pada avat (1) horaf ¢.d.e; dan
f. masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang di
bawah don bertanggungjawab kepada Kepala Dimas.

Sub Bagian-Sub Bagion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof cde, dan f
bertangmmgjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPFTD) sebagaimana dimaksud pada
Avat (1) buruf L dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksod pada aya (1)
huruf j. dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai
Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Bugan struktur organisasi Dinns Kopernsi, Usaha Kecil dan Menengah
sehagaimana tercantum dalum lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peratoran Gubernur ini.



Bagan Struktur Organisasi

Bagan Struktur Orpanisasi

Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran

Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Nomor
Tanggal

8 Tahun 2016
21 Nopember 2016
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil. yang bertunda tangan dibawah ini

Nismz : SATRIA ALAM, 5.E., ML5i
Jabatun ; KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Numa : M. RIDHO FICARDO, M.Si
Jabatun : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua
lampirn perjanjian ini, dalam rangka mencapal larget kinerja jangka menengah
seperti yang ielah ditetapkan dalom dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinegja tersebut menjadi tangeung jawab komi.

Pihok kedun akan melakukan supervisi yang diperlukan seria akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tndakan yang
dipertukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

GCUBERNUR LAMPUNG KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO, M.Si SATRIA ALAM, 5.E., M.5i
Pembina Utama Madya
NIP. 19610307 198603 1 007



LAMPIRAN I APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tarpget
(11 (2} i3 i4)
|. Persentase Pertumbuhan .
_ Jumlah Koperasi Aktif 16%
Meningkatnya Peran -
1. | Koperasi dalam 2. Persentase l:_'ertumhuh.:l.n : 15%
Perekonomian Lampung Tenaga Kerja sektor Koperasi :
3. Persentase Pertumbuhan Rata- L0 %
Rata Volume Usaha Koperasi e
l. Persentase Pertumbuhan .
Wirausaha Baru 0%
Meningkatnyo Daya 2. Jumiah Usaha, Mikro, Kecil, 97.122
2. | Saing Koperasi dan dan Menengah UMEM
UMEM 3. Persentise Pelaku Usaha yang
Bemilai Tambah dari Aspek LLIR
Sertifikasi, HaKL dan Paten
Am Anggaran Keterangan
1.  Pelayanan Administrasi Perkantornn Rp. 1.440.740.000 APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Bp.  348.380.000 APBD
Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Diaya Rp. 40.000.000 APBD
Aparatur
4, Peningkatan Pengembangan Sistem Bp. 565.331.500 APBD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Kevangan
5. Pengembangan Sistem Pendukong Ussha  Rp.  1.340.352.250 APBD
bagi Koperasi dan UMKM
6.  Program Peningkatin Pelayanan BLUD Rp.  630.000.000 APBD
UPTD Perkuntan Permodatan KUMKM
7. Program Pemberdayaan Usaha Koperasi Rp. S0.000.000 APBD
don UMKM
% Program Peningkatan Kualitas SDM Rp. 2115000000 APBD
Koperasi dan UMKM
9.  Program Peningkatan dan Pengembangan  Rp. 6200176250 APBD
Kelembagan Koperasi dan UMEM
10, Program Perencanaan Pembangunan Rp. R0.000.000 APBD
Daersh Tahunan
JUMLAH Rp. 7.250.000.000
Telukbetung. Januari 2018
GUBERNUR LAMPUNG KEPALA DINAS KOPERASI DAN

M. RIDHO FICARDO, M.Si

UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., MLSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007




LAMPIRAN IT APBN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI DAN UKM FROVINSI LAMPUNG

Syariah

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
) 2 i3) @)
. Perluasan Pembiavaan dan Jasa
Keuangan Non Bank dan 500
Advokasi Perpajakan bagi KUMEM
Terwujudnya Daya Koperasi dan UMEM
Saing dan Kontribusi . Fasilitasi Permodalan Koperasi
- | UMKM dan Koperasi dan UMK 1-200 Orang
dalam Perekonomian 3. Pengelolaan Duna Bergulir 1 %
. Penguatan Koperasi dan
UMKM dibidang Keuangan 100 KSPPS

. Jumlzh Perencanaan Program

Kementeriun Koperasi dan

34 Dokumen

. — T
= | Pemberdayaan KUKM g Jum_lnh M:}mmnpg e Bt 34 Laporan
! f Kegiatan Strategis
di Daerah - -
. Jumlah Pengembangan Dhata 14 Dikiing
KUMKM Faa e
Program Anggaran Keterangan
|. Peningksian Daya Saing UMKM dan Rp.  3.191.053.000 APBN
Koperasi
JUMLAH Ep. 3191053000
Telukbetung, Januari 2018
GUBERNUR LAMPUNG KEPALA DINAS KOPERASI DAN

M. RIDHO FICARDO, M.Si

UKM PROVINSI LAMPUNG

SATRIA ALAM, S.E., MLSi

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 | 00T




Y. PFENUTUP

5.1 Simpulan

Dwari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 sesuai yang di IKU sebagaimana vang telah di targetkan meskipun
belum semua kegiaton pada usolon Renstra Tahon 20018 dapat dilakukan korena
terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Lampung.

5.2 Saran

Memperhutikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Lampong dalam merealisasikan program/kegiatan tahun 2018, maka
disarankan hal-hal sebagai berikut :

. Dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya tetap mengacu pada Renstra
yang ada, sehingga kesesuainn antara Renstra, RPIMD. RKPD dan Renja dapat
konsisten sesuai denpan apa vang lelah di rencanakan sehingpa target kinerja
maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan vang direncanakan.

2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis
dan fungsional yang berkesinambungan.

Mengupayakan pengadaan surana dan prasarina kerja, guna meningkatkan daya
dukung yang mampu menghasilkon kinerja yang optimal.
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